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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-

Nya kami dapat menyelesaikan Audited Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang  Tahun Anggaran 2021. 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang telah berupaya 

melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya serta pertanggung jawaban kinerja instansi. 

Laporan keuangan akhir tahun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang ini merupakan pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah 

sebagai salah satu Entitas Akuntansi yang disusun dan disajikan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan bersih.  

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2021 sesuai Permendagri 

No. 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka disusunlah laporan keuangan akhir tahun yang 

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan 

Keuangan(CaLK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 

Anggaran 2021. 

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Akhir Tahun ini masih belum sempurna, 

untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami perlukan untuk penyempurnaannya dimasa yang 

akan datang. Dengan segala keterbatasan, Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021 ini tidak akan 

mungkin selesai tanpa bantuan, masukan dan koreksi dari berbagai pihak. Semoga berguna bagi 

para Pengguna Laporan dan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bontang dan Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang pada khususnya.  

               Bontang,  18 Mei 2022 

        Kepala Dinas 
            Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

        Kota Bontang 
   

 
 

     Much. Cholis Edy Prabowo, ST, M.Si 
     Pembina Tk. I (IV/b) 

         NIP. 19691023 200003 1 008 
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang Tahun 2021 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana 

terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian  yang 

memadai melalui aplikasi E-Finance/ Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Bontang dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi secara layak 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

 

            Bontang, 18 Mei 2022 

      Kepala Dinas 
            Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

       Kota Bontang 
   

 

Much. Cholis Edy Prabowo, ST. M.Si 
 Pembina Tk. I (IV/b) 

                      NIP. 19691023 200003 1 008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Meningkatnya kuantitas dan kompleksitas transaksi pemerintah seiring dengan 

berkembangnya perubahan regulasi pengelolaan keuangan mengakibatkan juga adanya 

peningkatan atensi terhadap pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan tuntutan kualitas 

akuntabilitas yang telah diselenggarakan. Pemenuhan prinsip-prinsip penyajian pelaporan dan 

kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah merupakan salah satu bentuk 

komitmen dalam bidang pelaporan keuangan daerah. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini 

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan, sehingga pengukuran terhadap kinerja entitas dapat lebih terukur. Hal 

tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan mendorong terwujudnya good 

governance and clean government, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yaitu 

kemakmuran bagi masyarakat . Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka 

membangun trust publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran 

pelaksanaan pembangunan. 

Penyelenggaraan akuntansi di instansi-instansi pemerintahan di Indonesia sudah mulai 

menjadi keharusan dan tuntutan jaman seiring dengan tuntutan reformasi yang semakin luas 

dan menguat dalam satu dekade terahir. Tuntutan reformasi dalam hal ini adalah agar 

pemerintah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang memadai kepada masyarakat, 

dan dalam konteks yang lebih luas pemerintah dituntut untuk mewujudkan good and clean 

govermance.  

Penyelenggaraan akuntansi menjadi sebuah kebutuhan karena adanya reformasi 

pelaporan keuangan sebagai bagian dari reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara. 

Reformasi tersebut ditandai dengan berlakunya paket Undang-undang di Bidang Keuangan 

Negara, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara. 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 

mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 

disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan SAP 

Berbasis Akrual dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui proses 

baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan 

pertanggungjawaban professional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam lampiran II. 
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Adapun perkembangan akuntansi dan pelaporan keuangan di pemerintah daerah telah 

di dorong sejak keluar nya PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut salah satu peraturan 

yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sejak era otonomi daerah bergulir yang di 

tandai dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Di dalam pasal 35 PP 105/2000 disebutkan bahwa penatausahaan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan 

pemerintah yang berlaku. Selanjutnya di dalam pasal 38 dinyatakan bahwa laporan 

pertanggungjawaban keuangan daerah yang harus disusun oleh kepala daerah terdiri dari 

laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas dan neraca. Akan tetapi, 

Standar Akuntansi Pemerintahan itu sendiri pertama kali baru ditetapkan pada tahun 2005 

dengan PP No. 24 Tahun 2005 sehingga hal ini menjadi salah satu kendala yang muncul di 

dalam penerapan akuntansi pemerintah daerah. 

1.1 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai 

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama 

satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai 

sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional 

pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas 

pelaporan, dan membantu dalam menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-

undangan.  

Secara spesifik tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 

agar Laporan Keuangan tersebut dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, 

sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi dengan: 

• Sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; 

• Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh 

pengeluaran; 

• Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan 

anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 

• Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas 

pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 
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• Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi 

kebutuhan kasnya; 

• Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-

sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, 

termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 

• Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan 

atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode 

pelaporan. 

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi 

mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu 

entitas pelaporan. 

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN 

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang mengacu pada 

Kebijakan Akuntansi yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dalam 

melaksanakan pencatatan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Hal-hal yang menjadi landasan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

sebagai salah satu Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang Khususnya Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang antara lain sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomr 32 tentang Pemerintah Daerah. 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 
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8. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) khususnya lampiran II Peraturan Walikota Bontang 

Nomor 27 Tahun 2012 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, 

serta Buletin Teknis (Bultek) yang diterbitkan oleh KSAP. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolalaan Keuangan Daerah. 

16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

17. Peraturan Walikota Bontang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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 1.3  SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  

Sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Sistematika pelaporan 

keuangan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 

2021 adalah sebagai berikut : 

 

KATA PENGANTAR 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

DAFTAR ISI 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan  

 

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 

2.1  Kebijakan Keuangan 

2.2 Kebijakan Akuntansi 

2.2.1  Kebijakan Akuntansi Keuangan 

2.2.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 

2.2.3 Kebijakan Akuntansi Belanja  

2.2.4 Kebijakan Akuntansi Asset 

2.3 Unsur Laporan Keuangan  

 

BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PD  

 3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

 3.2 Neraca 

 3.3 Laporan Operasional 

 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

  

BAB IV.        CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

BAB V.         PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PERANGKAT 

DAERAH  

 

BAB VI. PENUTUP 
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BAB II 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimulai dengan uang, termasuk didalamnya 

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam 

kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi 

pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Kebijakan Keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang 

lebih baik melalui Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dan Pengawasan Keuangan Daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui 

peningkatan target penerimaan daerah.  

Kebijakan Keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang 

diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu 

tahun anggaran. 

2.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar 

akuntansi pemerintahan meliputi : 

2.2.1  KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN 

 Kebijakan akuntasi keuangan/anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan 

akuntansi anggaran mencakup definisi,pengakuan dan pengukuran/penilaian. 

Akuntansi Anggaran/Keuangan merupakan teknik pertanggungjawaban dan 

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, 

belanja dan pembiayaan. Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah 

atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah. 

 

2.2.2  KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN 
 Kebijakan Akuntansi Pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan 

akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan 

pengungkapan pendapatan. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), 

Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 
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2.2.3  KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA  

  Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi 

belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan 

pertanggungjawaban.  

Belanja diklarifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan 

urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawabannya dirinci 

berdasarkan Kelompok, jenis, obyek belanja, sedangkan pusat 

pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi 

Pemerintah Kota Bontang. Belanja dapat di kelompokkan menjadi Belanja Operasi, 

Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Belanja diukur dengan menggunakan mata 

uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas.  

 

2.2.4  KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 

  Kebijakan Akuntansi Asset bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi 

belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan 

asset. Asset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

Pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan tetap diperoleh. Suatu asset dapat diakui 

dan tercatat dalam akuntansi jika aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa 

depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Untuk 

pertanggungjawabannya asset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana 

jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya 

perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

2.3 UNSUR LAPORAN KEUANGAN 

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksana anggaran, laporan 

finansial dan CaLK. Laporan pelaksana anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan 

SAL. Laporan Finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang 

merici atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksana anggaran maupun 

laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan 

anggaran maupun laporan finansial. 
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BAB III 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian 

sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  secara keseluruhan sebesar 

Rp.87.484.808.165 dengan rincian tabel terlampir. 

 

Tabel 3.1. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja 

No. 

Urut 
Uraian Pagu Anggaran 

1 2 3 

4 

4.1 

4.1.04 

PENDAPATAN DAERAH 

Pendapatan Asli Daerah 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  yang  

Sah 

550.000.000 

550.000.000 

550.000.000 

5 

5.1 

5.1.01 

5.1.02 

5.2 

5.2.02 

5.2.03 

5.2.04 

5.2.06 

BELANJA DAERAH 

Belanja Operasi 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Modal 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Belanja Modal Aset Lainnya 

86.934.808.165 

44.263.613.678 

8.835.191.322 

35.428.422.356 

42.671.194.487 

4.169.966.641 

4.936.642.546 

33.482.085.300 

82.500.000 

 
Jumlah  Pendapatan dan Belanja  87.484.808.165 
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Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 sebesar 

Rp.69.501.249.860 atau 79,44%  dengan rincian tabel terlampir. 

 

Tabel 3.1. 2 Realiasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 

No. 

Urut 
Uraian 

Pagu 

Anggaran 
Realisasi % 

1 2 3 4 5 

4 

4.1 

4.1.04 

PENDAPATAN DAERAH 

Pendapatan Asli Daerah 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

550.000.000 

550.000.000 

550.000.000 

809.130.000 

809.130.000 

809.130.000 

147,11 

147,11 

147,11 

5 

5.1 

5.1.01 

5.1.02 

5.2 

5.2.02 

5.2.03 

5.2.04 

5.2.06 

BELANJA DAERAH 

Belanja Operasi 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Modal 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Belanja Modal Aset Lainnya 

86.934.808.165 

44.263.613.678 

8.835.191.322 

35.428.422.356 

42.671.194.487 

4.169.966.641 

4.936.642.546 

33.482.085.300 

82.500.000 

68.692.119.860 

39.710.888.109 

7.049.435.841 

32.661.452.268 

28.981.231.751 

4.066.674.300 

4.368.920.132 

20.463.637.319 

82.000.000 

79,02 

89,71 

79,79 

92,19 

67,92 

97,52 

88,50 

61,12 

99,39 

 Jumlah Pendapatan dan Belanja  87.484.808.165 69.501.249.860 79,44 

 

Penjelasan untuk masing-masing capaian Laporan Realisasi Anggaran diatas sebagai 

berikut: 

A. PENDAPATAN DAERAH 

1) Pendapatan Asli Daerah  

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp. 809.1130.000  atau   147,11 %  

dari target yang  ditetapkan sebesar  Rp.550.000.000 . Realisasi PAD ini berasal dari 

Hasil Sewa BMD sebesar Rp. 539.580.000  dan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 

sebesar Rp. 269.550.000 yang di hasilkan dari  pembayaran  Rumah Susun Sewa 

(RUSUNAWA) yang berada di 3 (tiga) lokasi kelurahan yaitu Kelurahan Api-Api 

sebanyak 196 kamar penghuni, Kelurahan Loktuan sebanyak 57 kamar penghuni dan 

Kelurahan Guntung sebanyak 6 kamar penghuni. 
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B. BELANJA DAERAH 

1) Belanja Operasional 

Realisasi Belanja Operasional pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 terdiri dari Belanja Pegawai  dan Belanja 

Barang dan Jasa/Barjas. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 sebesar Rp. 

7.049.435.841 atau 79,79%  dari  anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 

8.835.191.322 . Realisasi Belanja Barang dan Jasa/Barjas  pada tahun 2021 sebesar 

Rp. 32.661.452.268 atau 92,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp.35.428.422.356.  

Dari hasil tersebut didapatkan Realisasi Belanja Operasional pada Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Tahun 2021 sebesar 

Rp.28.981.231.751 atau  89,71% . 

 

2) Belanja Modal  

Realisasi Belanja Modal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Tahun 2021 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja 

Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; Belanja 

Modal Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar 

Rp. 4.066.674.300 atau 97,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp.4.169.966.641. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar 

Rp. 4.368.920.132 atau 88,50% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 

Rp.4.936.642.546. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 

2021 sebesar Rp. 20.463.637.319 atau 61,12% dari anggaran yang telah ditetapkan 

sebesar Rp. 33.482.085.300. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2021 

sebesar Rp. 82.000.000 atau 99,39% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 

Rp.82.500.000.  

Dari hasil tersebut didapatkan Realisasi Belanja Modal pada Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 

sebesar Rp. 39.710.888.109 atau  67,92 % . 

 

3.2 NERACA 

Fungsi pembuatan Neraca dalam proses akuntansi adalah sebagai tempat 

pencatatan seluruh akun dan saldo total dalam suatu periode tertentu. Neraca juga 

dapat digunakan untuk mempermudah dalam pengawasan pada setiap akun yang 

dimiliki. Pada Neraca Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang Tahun 2021 terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. 
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A. ASET 

Posisi aset pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 230.415.743.055 sedangkan ditahun 2020 

sebesar Rp.168.787.880.703  tabel terlampir. 

 
Tabel 3.2. 1 Aset 

No Uraian 2021 2020 

1 Aset Lancar 965.008.071 4.023.965.922 

2 Investasi Jangka Panjang - - 

3 Aset Tetap 227.185.343.826 162.868.091.252 

4 Aset Lainnya 2.265.397.158 1.895.823.529 

 Total Seluruh Aset 230.415.743.055 168.787.880.703 

 

Penjelasan untuk masing-masing perolehan Aset diatas sebagai berikut: 

1. Aset Lancar 

Nilai aset lancar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp. 965.008.071. Terjadi penambahan nilai aset 

lancar pada Tahun 2021 berupa Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 34.280.000 

dan Persediaan sebesar Rp. 930.188.071. Terlampir tabel persediaan Tahun 2021. 

 

Tabel 3.2. 2 Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 

No Persediaan 
Menurut BMD 

BPKAD 

Menurut 

Laporan SO 

fisik OPD 

Jumlah 

1 Persediaan peralatan 

listrik 
73.041.500 67.385.500 5.656.000 

2 Persediaan penerangan 

jalan 
248.175.860 169.536.045 78.639.815 

3 Persediaan bahan baku 

bangunan 
11.850.000 78.118.340 (66.268.340) 

4 Persediaan peralatan 

kebersihan dan bahan 

pembersih 

46.200.000 - 46.200.000 

5 Persediaan barang untuk 

diserahkan ke masyarakat 
397.697.711 3.204.918.911 (2.807.221.200) 
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No Persediaan 
Menurut BMD 

BPKAD 

Menurut 

Laporan SO 

fisik OPD 

Jumlah 

6 Persediaan peralatan 

kantor dan rumah tangga 
35.766.100 54.364.850 (18.598.750) 

7 Persediaan perlengkapan 

pertamanan 
107.651.500 10.296.000 97.355.500 

8 Persediaan perlengkapan 

taman 
- 113.213.500 (113.213.500) 

9 Persediaan barang 

lainnya 
9.805.400 9.805.400 - 

 Jumlah Persediaan 930.188.071 3.707.638.546 (277.450.475) 

terdapat selish pada nilai stock opname karena adanya lebih  dan kurang input 
pada transaksi pengeluaran. 

 

2. Aset Tetap 

Nilai aset tetap pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang Tahun  2021 sebesar Rp. 227.185.343.826  . Nilai aset tetap mengalami 

kenaikan  sebesar Rp. 64.317.252.574 atau 39,49%  jika di bandingkan dengan Tahun 

2020 dengan perolehan jumlah Aset Tetap sebesar Rp. 162.868.091.252. Kondisi 

tersebut dapat dilihat pada tabel 

 
Tabel 3.2. 2 Aset Tetap 

Uraian 2021 2020 
Kenaikan/ 
Penurunan 

% 

Tanah 4.869.519.727 4.819.773.327 49.746.400 1,03 

Peralatan dan Mesin 18.599.985.010 13.669.481.728 4.930.503.282 36,07 

Gedung dan 
Bangunan 

84.802.256.988 43.492.405.619 41.309.851.369 94,98 

Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

164.135.868.937 136.267.108.065 27.868.760.872 20,45 

Aset Tetap Lainnya 2.025.054.976 2.007.136.606 17.918.370 0,89 

Konstruksi Dalam 
Pengerjaan 

6.576.349.745 690.066.900 5.886.282.845 853,0 

Akumulasi 
Penyusutan 

(53.823.691.557) (38.077.880.993) (15.745.810.564) (41,35) 

Jumlah Aset Tetap 227.185.343.826 162.868.091.252 64.317.252.574 39,49 
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Nilai Aset Tetap pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang Tahun  2021 terjadi karena adanya mutasi tambah dan kurang.  

Penambahan Aset Tetap  terjadi karena: 

a) Penambahan dari Belanja Modal dan Non Modal 

b) Reklasifikasi antar KIB 

c) Penerimaan Aset Mutasi antar SKPD 

d) Hibah dari pihak ketiga 

e) Koreksi pembukuan yang menambah nilai aset 

Pengurangan Aset Tetap terjadi karena : 

a) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain 

b) Reklasifikasi antar KIB 

c) Barang ekstrakomptabel 

d) Reklasifikasi ke Beban Jasa 

e) Reklasifikasi ke Persediaan 

f) Penyusutan Aset Tetap 

Berikut penjelasan lebih rinci terkait Aset Tetap 

a) Tanah 

Saldo Tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Perrmukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang Tahun  2021 sebesar Rp. 4.869.519.727 atau 1,03% dari saldo Tahun 2020 

sebesar Rp. 4.819.773.327 mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.746.400. Kenaikan 

terjadi karena terdapat mutasi tambah reklas antar KIB (dari KIB F ke KIB A) sebesar 

Rp. 49.746.400 berupa Perencanaan Pengerukan Taman Bontang Kuala TA. 2018 

 

b) Peralatan dan Mesin 

Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan, Kawasan Perrmukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun  2021 sebesar Rp. 18.599.985.010  atau 36,07% dari 

saldo Tahun 2020 sebesar Rp.13.669.481.728 mengalami kenaikan sebesar 

Rp.4.930.503.282 . Kenaikan terjadi karena : 

(i) Terdapat mutasi tambah belanja modal sebesar Rp. 4.066.674.300 

(ii) Terdapat mutasi tambah kapitalisasi honorarium sebesar Rp. 19.580.000 berupa  

- Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan (PPK dan 

PPTK) sebesar Rp. 18.180.000 dan PPBJ sebesar Rp. 1.400.000 
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(iii) Terdapat mutasi tambah reklas dari persediaan sebesar Rp. 18.670.250 berupa 

- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel sebesar Rp. 5.591.250 

berupa Automatic Air Hose Reel 2 unit @ Rp. 2.795.625. 

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar 

Rp.13.079.000 berupa Papan Nama Rusunawa 1 unit sebesa Rp. 2.200.000 

dan Papan Nama Pemakaman 2 unit @ Rp. 5.439.500. 

(iiii) Terdapat mutasi tambah reklas antar KIB sebesar Rp. 901.675.682 berupa 

- Reklas antar KIB ( dari KIB C ke KIB B) sebesar Rp. 214.179.000 dari 

belanja modal taman berupa belanja pompa air mancur 2 unit @ 

Rp.10.708.950. 

- Reklas antar KIB ( dari KIB C ke KIB B) sebesar Rp. 177.670.082 dari 

belanja modal bangunan fasilitas umum berupa lampu spotlight LED 50 

Watt RGB tugu selamat datang BK 10 unit @ Rp. 2.043.003 ; Lampu hias 

tugu selamat datang  BK 1 paket @Rp. 157.240.052. 

- Reklas antar KIB ( dari KIB C ke KIB B) sebesar Rp. 320.273.400 berupa 

rak kayu vertical 43 unit @Rp. 7.278.940 ; 1 unit @ Rp.7.278.980 (dari 

belanja modal taman Rp. 199.383.400 ; dari Belanja jasa konsultasi 

perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain asitektur 

Rp.99.770.000 ; dari belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa 

pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung Rp. 21.120.000) 

- Reklas antar KIB ( dari KIB D ke KIB B ) sebesar Rp. 189.553.200 dari 

belanja modal  jalan berupa penutup parit 1 paket  Rp. 94.877.500 ; 

Penutup parit Jalan Selat Kaimata RT.9 Kel.Tanjung Laut 1 paket Rp. 

94.877.500 ; Penutup parit RT. 18 Kel. Tanjung Laut 1 paket Rp. 

94.675.700. 

(iiiii) Terdapat mutasi masuk dari BPKAD ke OPD Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp. 46.000.000 berupa  

- Sepeda motor 2 unit @ Rp. 8.000.000 ; Sepeda motor 1 unit Rp. 12.500.000 

; Sepeda motor 1 unit Rp.17.500.000. 

(iiiiii) Terdapat mutasi kurang ekstrakomptabel sebesar Rp. 4.918.450 berupa  

- Multimeter 5 unit @ Rp. 497.000 ; Impact driver (pertamanan) 6 unit@ 

Rp.405.575. 
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(iviii) Terdapat mutasi kurang reklas ke persediaan sebesar Rp. 95.728.500 berupa  

- Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home use) pengadaan lampu 

hias selang 50 set @ Rp. 396.000  

- Belanja modal peralatan personal computer berupa pengadaan hardisk 1 

tera 4 unit @ Rp. 1.340.000  

- Belanja modal topi kerja berupa helmet 14 unit @ Rp. 395.000  

- Belanja modal alat laboratorium bahan bangunan konstruksi berupa slum 

test set 1 set Rp. 6.500.000 ;  

- Belanja modal peralatan personal computer berupa hard disk ekternal 1 

tera 1 unit Rp.1.135.000   

-  Belanja modal sepatu lapangan 31 unit @ Rp. 808.500 ; sepatu 40 unit 

@Rp. 808.500. 

(viii) Terdapat mutasi kurang usulan penghapusan sebesar Rp. 21.450.000 berupa 

mobil pick up. 

 

c) Gedung dan Bangunan 

Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Perrmukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun  2021 sebesar Rp. 84.802.256.988 atau 94,98 % dari 

saldo tahun 2020 sebesar Rp. 43.492.405.619 mengalami kenaikan sebesar 

Rp.41.309.851.369. Kenaikan terjadi karena 

i. Terdapat mutasi tambah belanja modal APBD senilai Rp. 4.368.920.132. 

ii. Terdapat mutasi tambah reklas dari belanja jasa sebesar Rp. 120.890.000 berupa 

- Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain 

arsitektural (perencanaan rak kayu vertical untuk taman) sebesar 

Rp.99.700.000. 

- Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawasan pekerjaan 

konstruksi bangunan gedung (pengawasan rak kayu vertical untuk taman) 

sebesar Rp. 21.120.000. 

iii. Terdapat mutasi tambah kapitalisasi honorairum sebesar Rp. 20.720.000 berupa 

- Belanja PPBJ sebesar Rp. 4.560.000 dan Honorarium Penanggungjawab 

Pengelola Keuangan  Rp. 16.160.000  . 
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iv. Terdapat  mutasi tambah reklas antar KIB sebesar Rp. 417.943.322 berupa 

- Reklas dari KIB D ke KIB C sebesar Rp. 207.814.470 dari belanja modal 

jaringan listrik (belanja bangunan penerangan lampu makam bontang 

kuala) . 

- Reklas dari KIB D ke KIB C sebesar Rp. 12.884.500 dari belanja modal jalan 

kota ( Jasa konsultasi pagar taman pesisir berbas pantai) . 

- Reklas dari KIB D ke KIB C sebesar Rp. 197.244.352 dari belanja modal 

jaringan listrik ( Bangunan penerangan taman tanjung laut) . 

v. Terdapat mutasi tambah hibah dari pusat sebesar Rp. 38.543.496.567 berupa 

- Rusunawa Api-Api sebesar Rp. 36.865.858.567 

- Penyediaan infrastruktur kawasan RSH (Rumah Sederhana Sehat) Perum 

PNS Bontang Lestari seesar Rp. 1.677.638.000 

vi. Terdapat mutasi kurang reklas antar KIB sebesar Rp. 1.267.808.352 berupa 

- Reklas dari KIB C ke KIB B sebesar Rp. 712.122.482 dari belanja modal 

taman berupa belanja pompa air mancur 20 set @ Rp 10.708.950 ; dari KIB 

C ke KIB B sebesar Rp. 177.670.082 dari belanja modal bangunan fasilitas 

umum berupa lampu spotlight  LED 50 Watt RGB tugu selamat datang BK 

10 unit @ Rp. 2.043.003 ; Lampu hias tugu selamat datang  BK 1 paket 

@Rp. 157.240.052 ; dari KIB C ke KIB B sebesar Rp. 320.273.400 dari rak 

kayu vertical 43 unit @Rp. 7.278.940 ; 1 unit @ Rp.7.278.980 (dari belanja 

modal taman Rp. 199.383.400 ; dari belanja jasa konsultasi perencanaan 

arsitektur-jasa nasihat dan pra desain asitektur Rp.99.770.000 ; dari 

belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan 

konstruksi bangunan gedung Rp. 21.120.000) . 

- Reklas dari KIB C ke KIB F sebesar Rp. 536.867.600 dari belanja modal 

taman berupa perencanaan peningkatan sapras taman perum KORPRI 

sebesar Rp. 99.433.000 ; Perencanaan peningkatan sapras taman bontang 

lestari Rp. 101.573.000 ; Perencanaan peningkatan sapras taman samping 

RSUD sebesar Rp. 98.684.000 ; Perencanaan peningkatan sapras taman 

tanjung laut sebesar Rp. 76.461.500 ; Perencanaan peningkatan sapras 

taman adipura sebesar Rp.59.893.000 ; Perencanaan peningkatan sapras 

taman bontang kuala sebesar Rp.100.823.000 . 

- Reklas dari KIB C ke KIB D sebesar Rp. 900.000 dari belanja modal pagar 

(atribusi peningkatan median tengah jalan A. Yani/ jilid laporan) . 
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- Reklas dari KIB C ke KIB E sebesar Rp. 17.918.370  dari belanja modal 

bangunan fasilitas umu  (pohon cemara lokasi tugu selamat datang 

bontang kuala) sebanyak 6 pohon @ Rp. 2.986.395 . 

vii. Terdapat mutasi kurang reklas ke persediaan sebesar Rp. 710.763.300 berupa 

- Belanja modal tugu/tanda batas lainnya berupa pegadaan patok 125 buah 

@ Rp. 396.000 . 

- Belanja modal bangunan fasilitas umum berupa tanaman beauty taiwan 50 

pohon @ Rp. 115.256 . 

- Belanja modal rumah negara golongan 1 berupa barang yang diserahkan 

ke masyarakat (rehabilitasi rumah tidak layak huni) sebesar 

Rp.655.500.500 . 

viii. Terdapat mutasi kurang reklas ke beban jasa sebesar Rp. 183.547.000 dari 

belanja modal rumah negara golongan 1 (rehabilitasi gedung bulutangkis Kel. 

Bontang Kuala). 

 

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan, Kawasan Perrmukiman 

dan Pertanahan Kota Bontang Tahun  2021 sebesar Rp. 164.135.868.937  atau  20,45% 

dari saldo Tahun 2020 sebesar Rp. 136.267.108.065 mengalami kenaikan sebesar 

Rp.27.868.760.872  . Kenaikan terjadi karena 

i. Terdapat mutasi tambah belanja modal dari APBD senilai Rp.20.463.637.319  

ii. Terdapat mutasi tambah reklas dari belanja jasa sebesar Rp. 831.772.000 berupa 

- Belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawasan pekerjaan 

konstruksi bangunan gedung sebesar Rp. 462.492.000 (Jasa pengawasan 

DAK kampung nelayan selambai loktuan) . 

- Belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra 

desain arsitektur sebesar Rp. 369.280.000 terdiri dari perencanaan 

peningkatan median jalan Bhayangkara Rp. 92.320.000 ; perencanaan 

peningkatan median jalan Ahmad Yani Rp. 92.320.000 ; perencanaan 

peningkatan median jalan RE. Martadinata Rp. 92.320.000 ; perencanaan 

peningkatan median jalan Brigjen Katamso Rp. 92.320.000. 

iii. Terdapat mutasi tambah reklas antar KIB (dari KIB C ke KIB D) sebesar 

Rp.900.000 dari belanja modal pagar (atribusi peningkatan median tengah jalan 

A. Yani/ jilid laporan) .  
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iv. Terdapat mutasi tambah hibah dari pusat sebesar Rp. 10.227.792.000 berupa 

- Peningkatan kualitas pemukiman Jl. Kapt. Piere Tendean Gg. Marmer Kel. 

Bontang Kuala sebesar Rp. 343.843.690 . 

- Peningkatan kualitas pemukiman Jl. Kerikil Kel. Bontang Kuala sebesar Rp. 

340.134.623 . 

- Peningkatan kualitas pemukiman Jl. Breksi Kel. Bontang Kuala sebesar Rp. 

1.919.974.556 . 

- Peningkatan kualitas pemukiman Gg. Kanal Kel. Bontang Kuala sebesar Rp. 

911.330.917 . 

- Peningkatan kualitas pemukiman Gg.Atletik 16 Kel. Api-Api sebesar 

Rp.1.681.473.521 . 

- Peningkatan kualitas pemukiman Jl. Tipalayo Kel. Berbas Tegah sebesar 

Rp. 3.523.575.132 . 

- Peningkatan kualitas pemukiman Jl. Carita Kel. Berbas Pantai sebesar Rp. 

1.441.459.561 . 

- Tambatan Kapal Kel. Berba Pantai Kel. Berbas Pantai sebesar 

Rp.66.000.000 . 

ix. Terdapat mutasi tambah reklas dari koreksi temuan BPK TA. 2020 terkait 

pembangunan jalan dimana TA. 2020 tanah bawah jalan tersebut diserahkan ke 

Pemkot sehingga di reklas dari belanja modal ke persediaan dan TA. 2021 tanah 

bawah jalan BTN PKT telah di serahka oleh Forum RT Kel. Belimbing kepada 

Pemkot Bontang pada tanggal 12 Agustus 2021 sehingga pencatatan jalan 

tersebut di input kembali ke asset sebesar Rp. 2.555.176.800 . 

x. Terdapat mutasi kurang reklas antar KIB sebesar Rp. 6.006.658.267 berupa 

- Reklas dari KIB D ke KIB B sebesar Rp. 189.553.200 dari belanja modal 

berupa penutup parit 1 paket Rp. 94.877.500 ; penutup parit Jl. Selat 

Karimata RT. 9 Kel. Tanjung Laut 1 paket Rp. 94.877.500 ; penutup parit 

RT. 18 Kel. Tanjung Laut  1 paket Rp. 94.675.700 . 

- Reklas dari KIB D ke KIB C sebesar Rp. 12.884.500 dari belanja modal jalan 

kota (jasa konsultansi pagar taman pesisir berbas pantai). 

- Reklas dari KIB D ke KIB C sebesar Rp. 207.814.470 dari belanja modal 

jaringan listrik (belanja bangunan penerangan lampu makam bontang 

kuala). 

- Reklas dari KIB D ke KIB C sebesar Rp. 197.244.352 dari belanja modal 

jaringan listrik (belanja bangunan penerangan taman tanjung laut). 

- Reklas dari KIB D ke KIB F sebesar Rp. 148.577.600 dari belanja modal 

jalan berupa Perencanaan pembangunan sapras Kel. Belimbing sebesar 
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Rp.20.332.800 ; Perencanaan peningkatan sapras Kel. Belimbing sebesar 

Rp.95.930.800 ;Perencanaan makam Bontang Lestari sebesar Rp. 

32.314.000 . 

- Reklas dari KIB D ke KIB F sebesar Rp. 5.250.584.145 dari belanja jasa 

konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawasan pekerjaan konstruksi 

bangunnann gedung sebesar Rp. 462.492.000 (beanja jasa pengawasan  

- DAK kampung nelayan selambai loktuan) ; belanja modal jalan (jalan DAK 

kampung nelayan selambai) sebesar Rp. 4.788.092.145. 

xi. Terdapat mutasi kurang reklas ke beban jasa sebesar Rp. 203.858.980 dari 

belanja modal jaringan listrik lainnya berupa Pengawasan bongkar pasang tiang 

lampu dari bontang kuala ke kuburan covid bontang lestari sebesar Rp. 

7.850.000 ; Bongkar pasang tiang listrik dari bontang kuala ke kuburan covid 

bontang lestari sebesar Rp. 185.678.980 ; Honorarium PPK, PPTK dan PPBJ 

sebesar Rp.6.280.000 ; Laporan paket pengadaan pemasangan lampu kuburan 

covid bontang lestari sebesar Rp. 3.750.000 ; Fotocopy paket pengadaan 

pemasangan lampu kuburan covid sebesar Rp. 300.000 . 

 

e) Aset Tetap Lainnya 

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Perrmukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun  2021 sebesar Rp. 2.025.054.976 atau 0,89% dari saldo 

Tahun 2020 sebesar Rp. 2.007.136.606 mengalami kenaikan sebesar Rp.17.918.370.  

Kenaikan terjadi karena terdapat mutasi tambahan reklas dari KIB C ke KIB E sebesar  

Rp.17.918.370 dari belanja modal bangunan fasilitas umum (pohon cemara lokasi tugu 

selamat datang bontang kuala) 6 pohon @ Rp. 2.986.395. 

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan  pada Dinas Perumahan, Kawasan 

Perrmukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun  2021 sebesar Rp. 6.576.349.745 

atau 853% dari saldo tahun 2020 sebesar Rp. 690.066.900 mengalami kenaikan sebesar 

Rp. 5.886.282.845 . Kenaikan terjadi karena 

i. Terdapat mutasi tambahan reklas antar KIB sebesar  Rp. 5.936.029.245 berupa 

- Reklas dari KIB C ke KIB F sebesar Rp. 536.867.500 dari belanja modal 

taman berupa Perencanaan peningkatan sapras taman perum KORPRI 

sebesar Rp. 99.433.000 ; Perencanaan peningkatan sapras taman bontang 

lestari  sebesar Rp. 101.573.000 ; Perencanaan peningkatan sapras taman 

samping RSUD sebesar Rp. 98.684.000 ; Perencanaan peningkatan sapras 
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taman tanjung laut sebesar Rp. 76.461.500 ; Perencanaan peningkatan 

sapras taman adipura sebesar Rp. 59.893.000 ; Perencanaan peningkatan 

sapras taman bontang kuala sebesar Rp. 100.823.000 . 

- Reklas dari KIB D ke KIB F sebesar Rp. 148.577.600 dari belanja modal 

jalan berupa Perencanaan pembangunan sapras  Kel. Belimbing sebesar 

Rp.20.332.800 ; Perencanaan peningkatan sapras  Kel. Belimbing sebesar  

Rp.95.930.800; Perencanaan makam Bontang Lestari sebesar 

Rp.32.314.000. 

- Reklas dari KIB D ke KIB F sebesar Rp. 5.250.584.145 dari belanja jasa 

konsultansi pengawasan rekayasa-jasapengawas pekerjaan konstruksi 

bangunan gedung sebesar Rp. 462.492.000 (Jasa pengawasan DAK 

kampung nelayan selambai loktuan) ; Belanja modal jalan (Jaan DAK 

kampung nelayan selambai) sebesar Rp. 4.788.092.145 . 

ii. Terdapat mutasi kurang reklas antar KIB dari KIB F ke KIB A sebesar 

Rp.49.746.400 berupa perencanaan pengerukan taman bontang kuala TA. 2018 

 

g) Akumulasi Penyusutan 

Mekanisme penyusutan menggunakan metode garis lurus ,berdasarkan 

Peraturan Walikota Bontang  No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan 

Walikota Bontang No. 16 Tahun  2014 Tentang  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota 

Bontang.  

Saldo Akumulasi penyusutan pada Dinas Perumahan, Kawasan Perrmukiman 

dan Pertanahan Kota Bontang Tahun  2021 sebesar Rp. (53.823.691.557) mengalami 

penambahan penyusutan sebesar Rp. 15.745.810.564 dari saldo tahun 2020 sebesar 

Rp.(38.077.880.993).  Tabel terlampir 

 

Tabel 3.2. 3 Nilai Penyusutan TA. 2021 

Uraian Saldo Akhir 2020 

Penyusutan s/d TA. 2021 
Pengurangan 

penyusutan 

Penambahan 

Penyusutan 
Akum. 

Penyusutan s/d 

31 Des 2020 

Total 

Akumulasi 

Penyusutan TA. 

2021 

SALDO AKHIR 

SETELAH 

PENYUSUTAN 
Akum. 

Penyusutan s/d 

31 Des 2020 

Beban 

Penyusutan TA. 

2021 

Akum. 

Penyusutan 

s/d 31 Des 

2020 

Akum. 

Penyusutan 

s/d 31 Des 

2020 

 1 2 3 4 5 6=2-4+5 7=3+6 
8=1-7 

Tanah 4.869.519.727 - - - - - - 4.869.519.727 

Peralatan dan 

mesin 
18.599.985.010 8.740.377.026 2.202.822.348 21.450.000 46.000.000 8.764.927.026 10.967.749.374 7.632.235.636 

Gedung dan 

Bangunan 
84.802.256.988 3.069.071.569 1.668.381.563 - - 3.069.071.569 4.737.453.132 80.064.803.856 
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Uraian Saldo Akhir 2020 

Penyusutan s/d TA. 2021 
Pengurangan 

penyusutan 

Penambahan 

Penyusutan 
Akum. 

Penyusutan s/d 

31 Des 2020 

Total 

Akumulasi 

Penyusutan TA. 

2021 

SALDO AKHIR 

SETELAH 

PENYUSUTAN 
Akum. 

Penyusutan s/d 

31 Des 2020 

Beban 

Penyusutan TA. 

2021 

Akum. 

Penyusutan 

s/d 31 Des 

2020 

Akum. 

Penyusutan 

s/d 31 Des 

2020 

 1 2 3 4 5 6=2-4+5 7=3+6 
8=1-7 

Jalan, Irigasi 

dan Jaringan 
164.135.868.937 26.268.432.398 11.722.297.813 - 127.758.840 26.396.191.238 38.118.489.051 126.017.379.886 

Aset Tetap 

Lainnya 
2.025.054.976 - - - - - - 2.025.054.976 

Konstruksi 

Dalam 

Pengerjaan  

6.576.349.745 - - - - - - 6.576.349.745 

JUMLAH 281.009.035.383 38.077.880.993 15.593.501.724 21.450.000 173.758.840 38.230.189.833 53.823.691.557 227.185.343.826 

 

Penjelasan untuk masing-masing perolehan Aset diatas sebagai berikut: 

i. Penyusutan Atas Peralatan dan Mesin 

Nilai perolehan KIB peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebesar 

Rp.18.599.985.010.  Nilai buku per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.632.235.636. 

- Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 

Rp.8.740.377.026.  

- Adanya penambahan akumulasi penyusutan tahun 2020 dikarenakan 

mutasi masuk dari OPD BPKAD berupa motor sebesar Rp. 46.000.000. 

Adanya pengurangan akumulasi penyusutan tahun 2020 usulan 

penghapusan sebesar Rp.21.450.000  

- Adanya perubahan akumulasi penyusutan tahun 2020 menjadi 

Rp.8.764.927.026. Nilai ini diperoleh dari (Rp. 8.740.377.026 + 

Rp.46.000.000 – Rp. 21.450000). 

- Nilai beban penyusutan TA. 2021 sebesar Rp.2.202.822.348. 

- Total Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 

sebesar Rp. 10.967.749.374. 

 

ii. Penyusutan Atas Gedung dan Bangunan 

Nilai perolehan KIB Gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar 

Rp.84.802.256.988. Nilai buku baru per 31 Desember 2021 setelah penghitungan 

berdasarkan kriteria persentase (metode garis lurus) sebesar Rp.80.064.803.856. Nilai 

ini didapatkan berdasarkan metode memisahkan dan menghitung. 
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- Memisahkan gedung induk dan biaya pemeliharaan yang timbul setelah 

atau dalam waktu tahun perolehan. 

- Menetapkan masa manfaat tambahan berdasarkan perhitungan besaran 

persentase masa manfaat. 

- Menghitung besaran penyusutan sehingga didapatkan rincian biaya 

penyusutan, sisa nilai buku dan sisa masa manfaat dengan rincian sebagai 

berikut : 

❖ Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan per 31 Desember 2020 

sebesar Rp. 3.069.071.569. 

❖ Nilai beban penyusutan TA. 2021 sebesar Rp. 1.668.381.563. 

❖ Total Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan per 31 Desember 

2021 sebesar Rp. 4.737.453.132. 

 

iii. Penyusutan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Nilai perolehan KIB Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar 

Rp.18.599.985.010. Nilai buku baru per 31 Desember 2021 setelah penghitungan 

berdasarkan kriteria persentase (metode garis lurus) sebesar Rp. 126.017.379.886. Nilai 

ini didapatkan berdasarkan metode memisahkan dan menghitung. 

- Menghitung besaran penyusutan sehingga didapatkan rincian biaya 

penyusutan, sisa nilai buku dan sisa masa manfaat dengan rincian sebagai 

berikut: 

❖ Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan per 31 Desember 2020 

sebesar Rp. 26.135.868.937. 

❖ Adanya penambahan akumulasi penyusutan TA. 2020 dikarenakan 

adanya koreksi nilaI terhadap asset yang dicatat Kembali (Jl. BTN 

PKT sebesar Rp. 2.555.176.800) sebesar Rp. 127.758.840. 

❖ Adanya perubahan akumulasi penyusutan TA. 2020 menjadi 

Rp.26.396.191.238. Nilai ini diperoleh dari (Rp. 26.135.868.937 + 

Rp. 127.758.840). 

❖ Nilai beban penyusutan TA. 2021 sebesar Rp. 11.722.297.813. 

❖ Total Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan per 31 Desember 

2021 sebesar Rp. 38.118.489.051. 
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3. Aset Lainnya 

Saldo Aset Lainnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  

Pertanahan Kota Bontang per 31 Desember Tahun  2021 sebesar  Rp. 230.415.749.055 

atau 19,49% dari Tahun 2020 sebesar Rp. 5.368.331.747 dapat dilihat pada table 

Tabel 3.2. 4 Aset Lainnya 

Uraian 2021 2021 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 
% 

Aset Tak Berwujud 6.940.407.147 5.368.331.747 1.572.075.400 29,28 

Akumulasi Amortisasi 

Aset Tak Berwujud 
(4.675.009.989) (3.472.508.218) (1.202.501.771) (34,62) 

Jumlah Aset Lainnya 2.265.397.158 1.895.823.529 369.573.629 19,49 

Penjelasan atas perolehan Aset Lainnya sebagai berikut: 

a) Aset Tak Berwujud 

Saldo Aset Tak Berwujud pada Dinas Perumahan, Kawasan Perrmukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp.6.940.407.147 atau 29,28% dari saldo 

tahun 2020 sebesar Rp.5.368.331.747 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.572.075.400. 

Kenaikan terjadi karena  

- Terdapat mutasi tambah asset tak berwujud sebesar Rp. 82.000.000. 

- Terdapat mutasi reklas dari belanja jasa sebesar Rp. 1.490.075.400 

rincian: 

❖ Belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra 

desain arsitektur sebesar Rp. 290.136.000 berupa  

• Review rencana pencegahan dan peningkatan kualitas 

pemukiman kumuh perkotaan RP2KPKP serta koordinasi dan 

konsultansi program KOTAKU sebesar Rp. 99.616.000. 

• Laporan perencanaan identifikasi lahan-lahan potensial 

sebagai lokasi relokasi perumahan sebesar Rp. 94.985.000. 

• Laporan perencanaan identifikasi rumahan potensial sebagai 

lokasi lokasi relokasi perumahan sebesar Rp. 95.535.000. 

❖ Terdapat mutasi reklas dari belanja jasa konsultansi perencanaan 

arsitektur jasa nasehat dan pradesain arsitektur sebesar 

Rp.1.199.939.400; Masterplan DED revitalisasi pengembangan 

kawasan Bontang Kuala Rp. 789.509.600; Perencanaan penetapan 
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lokasi pertanahan dan permukiman kumuh selambai Rp. 

410.429.800. 

B. KEWAJIBAN 

Saldo Kewajiban  pada  Dinas  Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang  per  31 Desember  2021 sebesar  Rp. 345.778.305. Nilai ini 

diperoleh dari Kewajiban Jangka Pendek berupa utang belanja. sebagaimana terlihat di 

tabel berikut  

Tabel 3.2. 5 Kewajiban Jangka Pendek 

URAIAN 2021 2020 

Utang perhitungan pihak ke tiga 

(PFK) 
- - 

Pendapatan diterima dimuka - - 

Utang belanja 345.778.305 - 

Utang jangka pendek lainnya - 369.966.154 

JUMLAH KEWAJIBAN 345.778.305 369.966.154 

Berikut penjelasan mengenai Kewajiban Jangka Pendek TA. 2021 

a. Utang Belanja 

Utang belanja merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri 

Sipil berupa pembayaran gaji maupun tunjangan dan kompensasi lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang sampai dengan akhir tahun 2021 belum 

terbayarkan. 

Saldo utang belanja Dinas  Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 345.778.305. Jumlah tersebut  

merupakan  tambahan penghasilan PNS yang belum terbayar sampai dengan 31 

Desember 2021. 

A. EKUITAS 

Ekuitas menggambarkan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kota Bontang yang 

berada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang 

yang berasal dari total aset dikurangi dengan kewajiban. 

Saldo   Ekuitas   pada   Dinas   Perumahan, Kawasan Permukiman per 31 

Desember  2021 sebesar Rp. 230.069.970.750 mengalami kenaikan sebesar Rp. 

61.652.056.201 atau 36,60% dari saldo ekuitas tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam 

tabel di bawah. 
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Tabel 3.2. 6 Ekuitas 

URAIAN 2021 2020 
KENAIKAN / 
PENURUNAN 

% 

Ekuitas 162.186.980.890 168.417.914.549 (6.230.933.659) (3,70) 

RK PPKD 67.882.989.860 - 67.882.989.860 100,00 

JUMLAH 230.069.970.750 168.417.914.549 61.652.056.201 36,60 

 

3.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO) 

 Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam 

pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit 

kegiatan non operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan 

dengan periode sebelumnya. 

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun terkait 

dengan penerapan SAP Berbasis Akrual. Unsur yang dicakup secara langsung dalam 

Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO dan beban. 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih.  

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih. Sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah 

Tabel 3.3. 1 Laporan Operasional 

URAIAN 2021 2020 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 
% 

Pendapatan Asli Daerah 

Lainnya 
843.950.000 277.040.000 566.910.000 204,63 

Jumlah Pendapatan Asli 

Daerah 
843.950.000 277.040.000 566.910.000 204,63 

Pendapatan Hibah 48.771.288.567 6.076.889.000 42.694.399.567 702,57 

Jumlah Lain-Lain 

Pendapatan Yang Sah 
48.771.288.567 6.076.889.000 42.694.399.567 702,57 

JUMLAH PENDAPATAN 49.615.238.567 6.353.929.000 43.261.309.567 680,86 

Beban Pegawai 6.991.227.992 7.338.132.631 (346.904.639) 4,73 

Beban Persediaan 15.441.180.132 2.902.319.869 12.538.860.263 432,03 

Beban Jasa 14.718.547.002 15.331.741.505 (613.194.503) 4,00 
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URAIAN 2021 2020 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 
% 

Beban Pemeliharaan  953.088.950 594.486.860 358.602.090 60,32 

Beban Perjalanan Dinas 1.211.145.076 647.166.112 563.978.964 87,15 

Beban Penyusutan 16.775.283.495 12.233.071.139 4.541.124.456 37,12 

Beban Lain- lain  - 2.019.372.681 (2.019.372.681) 100,00 

JUMLAH BEBAN 56.090.472.647 41.066.290.797 15.024.181.850 35,77 

SURPLUS/DEFISIT DARI 

KEGIATAN 

OPERASIONAL 

(6.475.234.080) (34.712.361.797) 28.237.127.717 81,35 

Surplus 

Penjualan/Pertukaran/Pel

epasan Aset Non Lancar 

46.000.000 - 46.000.000 100,00 

Defisit 

Penjualan/Pertukaran/Pel

epasan Aset Non Lancar 

4.918.450 - 4.918.450 100,00 

Defisit Penghapusan Aset 21.450.000 - 21.450.000 100,00 

JUMLAH 

SURPLUS/DEFISIT DARI 

KEGIATAN NON 

OPERASIONAL 

19.631.550 - 19.631.550 100,00 

     

SURPLUS/DEFISIT 

SEBELUM POS LUAR 

BIASA 

(6.455.602.530) (34.712.361.797) 28.256.759.267 81,40 

SURPLUS/DEFISIT - LO (6.455.602.530) (34.712.361.797) 28.256.759.267 81,40 

 

Berikut penjelasan untuk masing-masing akun diatas sebagai berikut: 

A. PENDAPATAN  - LO 

Saldo    Pendapatan    –    LO    pada    Dinas   Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kota Bontang tahun 2021 sebesar Rp. 49.615.238.567. Adapun 

rinciannya adalah sebagai berikut : 
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1) Pendapatan Asli Daerah  – LO 

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO pada Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang tahun 2021 sebesar Rp. 843.950.000. 

Jumlah tersebut merupakan hasil  dari : 

• Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 34.820.000 

• Hasil Sewa BMD-LO sebesar Rp. 539.580.000 

• Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO sebesar Rp. 269.550.000 

2) Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah –  LO pada Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang tahun 2021 sebesar  

Rp.48.771.288.567. Jumlah tersebut merupakan hasil dari Pendapatan Hibah dari 

Pemerintah Pusat-LO berupa : 

• Rusunawa Api-Api sebesar Rp. 36.865.858.567 

• Penyediaan Infrastruktur Kawasan RSH (Rumah Sederhana Sehat) Perum 

PNS Bontang Lestari sebesar Rp. 1.677.638.000 

• Peningkatan Kualitas Pemukiman Jl. Kapt. Piere Tendean Gg. Marmer Kel. 

Bontang Kuala sebesar Rp. 343.843.690 

• Peningkatan Kualitas Pemukiman Jl. Kerikil Kel. Bontang Kuala sebesar Rp. 

340.134.623 

• Peningkatan Kualitas Pemukiman Jl.Breksi Kel. Bontang Kuala sebesar Rp. 

1.919.974.556 

• Peningkatan Kualitas Pemukiman Jl. Gg. Kanal Kel. Bontang Kuala sebesar 

Rp. 911.330.917 

• Peningkatan Kualitas Pemukiman Jl. Gg. Atletik 16 Kel. Api-Api sebesar Rp. 

1.681.473.521 

• Peningkatan Kualitas Pemukiman Jl. Tipalayo Kel. Berbas Pantai sebesar 

Rp. 3.523.575.132 

• Peningkatan Kualitas Pemukiman Jl. Carita Kel. Berbas Pantai sebesar Rp. 

1.441.459.561 

• Tambatan Kapal Kel. Berbas Pantai Kel. Berbas Pantai sebesar Rp. 

66.000.000 
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B. BEBAN – LO 

Saldo Beban  – LO pada Dinas   Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang tahun 2021 sebesar Rp. 56.090.472.647. Adapun rinciannya 

adalah sebagai berikut: 

1) Beban Pegawai 

Beban Pegawai adalah belanja  kompensasi,  baik  dalam bentuk uang maupun 

barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan 

kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

Saldo Beban Pegawai – LO pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp. 6.991.227.992. Jumlah tersebut 

merupakan hasil dari: 

• Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.742.097.340 

• Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.3.945.060.652 

• Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 

ASN sebesar Rp. 304.070.000 

2) Beban Persediaan 

Saldo Beban Persediaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp. 15.441.180.132. Jumlah tersebut 

merupakan hasil dari: 

• Beban Bahan Pakai Habis sebesar Rp. 15.437.621.132 

• Beban Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp. 3.559.000 

3) Beban Jasa 

Saldo Beban Jasa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp. 14.718.547.002. Jumlah tersebut merupakan 

hasil dari: 

• Beban Jasa Kantor sebesar Rp. 13.228.776.233 

• Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 652.822.789 

• Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 103.900.000 

• Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp. 460.547.980 

• Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp. 30.000.000 

• Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan 

dan Pelatihan sebesar Rp. 242.500.000 
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4) Beban Pemeliharaan 

Saldo Beban Pemeliharaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp. 953.088.950.  Jumlah tersebut 

merupakan hasil dari: 

• Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 172.626.700 

• Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 294.085.150 

• Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.486.377.100 

5) Beban Perjalanan Dinas 

Saldo Beban Perjalanan Dinas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp.1.211.145.076. Jumlah tersebut 

merupakan hasil dari: 

• Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.1.211.145.076 

6) Beban Penyusutan  

Beban Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp.16.775.283.495.  Jumlah tersebut 

merupakan hasil dari: 

• Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 

2.202.822.348 

• Beban Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp. 1.668.381.563 

• Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 11.722.297.813 

• Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 1.181.781.771 

3.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi 

mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi 

nilai persediaan dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan ekuitas ini juga menyajikan 

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. 

1. Ekuitas Awal 

Ekuitas awal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang Tahun 2021 berasal dari saldo akhir tahun ekuitas Tahun 2020 sebesar 

Rp.168.417.914.549. 

2. Surplus/Defisit-LO 

Saldo Defisit LO pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp (6.455.602.530) berasal dari total Pendapatan-LO 
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Tahun 2021 sebesar Rp 49.615.238.567 dikurangi dengan realisasi beban Tahun 2021 

sebesar Rp.56.090.472.647 dikurangi dengan realisasi Surplus/Defisit dari kegiatan non 

operasional sebesar Rp. 19.631.550. 

Saldo  Defisit-LO Tahun  2021  mengalami  kenaikan  sebesar Rp. 28.256.759.267 

atau 81,40% dibandingkan saldo Defisit-LO Tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam 

tabel di bawah. 

Tabel 3.4. 1 Surplus/Defisit - LO 

URAIAN 2021 2020 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 
% 

Pendapatan-LO 
49.615.238.567 6.353.929.000 43.261.309.567 680,86 

Beban 56.090.472.647 41.066.290.797 15.024.181.850 36,59 

Surplus/ Defisit 

dari kegiatan 

operasional 

(6.475.234.080) (34.712.361.797) 28.237.127.717 81,35 

Surplus/ Defisit 

dari kegiatan non 

operasional 

19.631.550 - 19.631.550 100,00 

SURPLUS/DEFISIT 

- LO 
(6.455.602.530,00) (34.712.361.797) 28.256.759.267 81,40 

 

3. Koreksi Nilai Persediaan 

Koreksi Nilai Persediaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp. 68.107.658.731. 

 

4. Ekuitas Akhir 

Ekuitas   Akhir   pada    Dinas   Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp. 230.069.970.750 berasal   dari   

perhitungan   Ekuitas   Awal   Tahun   2021 sebesar   Rp. 168.417.914.549 dikurang  

dengan  Surplus/  Defisit  LO  sebesar  Rp. (6.455.602.530) ditambah dengan Koreksi 

Nilai Persediaan Lain- Lain sebesar Rp. 68.107.658.731. 
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BAB IV 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

Catatan atas laporan keuangan  Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang antara lain: 

➢ Pengungkapan lain atas pembentukan aset tetap pada TA. 2021 yaitu : 

1. Nilai belanja modal pada LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 28.981.231.751 

merupakan nilai total belanja modal keselurahan  berdasarkan nilai yang 

direalisasikan oleh SKPD. 

2. Atas nilai belanja modal pada kegiatan terkait dalam LRA terdapat belanja non 

modal      (biaya perolehan yang dapat dikapitalisasi) sebesar Rp. 40.300.000. 

3. Mutasi tambahan  dan mutasi kurang asset dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Mutasi Tanah 

- Terdapat mutasi tambahan reklas antar KIB dari KIB F ke KIB A 

sebesar Rp.49.746.400,- berupa perencanaan pengurukan taman 

Bontang Kuala tahun 2018. 

b. Mutasi Peralatan dan mesin 

- Terdapat mutasi tambahan belanja modal Rp. 4.066.674.300 

- Terdapat mutasi tambah kapitalisasi honorarium sebesar 

Rp.19.580.000 berupa belanja honorarium penanggungjawab 

pengelola keuangan (PPK dan PPTK) sebesar Rp. 18.180.000 dan 

PPBJ sebesar Rp. 1.400.000 

- Terdapat mutasi tambah reklas dari persediaan sebesar 

Rp.18.670.250,- pada  kode rekening 5.1.02.01.01.0020 belanja suku 

cadang- suku cadang alat bengkel sebesar Rp. 5.591.250 berupa 

automatic air horce reel 2 unit @ Rp.2.795.625  total Rp. 5.591.250 

kode rekening 5.1.02.01.01.0026 belanja alat/bahan untuk kegiatan 

kantor- bahan cetak sebesar Rp. 13.079.000 berupa papan nama 

Rusunawa 1 unit @ Rp. 2.200.000 dan papan nama pemakaman 2 

unit @ 5.439.500,- total Rp. 10.879.000. 

- Terdapat mutasi tambah reklas antar KIB sebesar Rp. 901.675.682 

dengan rincian sebagai berikut : 

• Reklas dari KIB C ke KIB B sebesar Rp. 214.179.000 dari 

belanja kode rekening 5.2.03.01.01.0036 belanja modal taman  
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berupa belanja pompa air mancur 20 set @ Rp. 10.780.950 

total Rp.214.179.000 

• Dari KIB C ke KIB B sebesar Rp. 177.670.082 dari belanja kode 

rekening 5.2.03.01.01.0032 belanja modal bangunan fasilitas 

umum berupa : lampu spotlight LED 50 watt RGB tuga selamat  

datang BK 10 unit @ RP. 2.043.003 total Rp. 20.430.030,- dan 

lampu hias tugu selamat datang BK 1 paket Rp. 157.240.052,- 

• Reklas dari KIB C ke KIB B sebesar Rp. 320.273.400,- berupa 

rak kayu vertical 43 unit @ Rp. 7.278.940 total Rp. 

312.994.420,- dan 1 unit rak Rp. 7.278.980,- dari kode 

rekening 5.2.03.01.01.0036 belanja modal taman 

199.383.400,- dari kode rekening 5.1.02.02.08.0001 belanja 

jasa konsultansi perencanaan Arsitektur-jasa nasihat dan pra 

design arsitektural Rp. 99.770.000,- dari kode rekening 

5.1.02.02.08.0019 belanja jasa konsultansi pengawasan . 

c. Mutasi gedung dan bangunan 

- Terdapat mutasi tambahan belanja modal senilai Rp. 4.368.920.132 

yaitu mutasi tambahan reklas dari belanja jasa sebesar Rp. 

120.890.000 

- Mutasi tambahan hibah dari pusat sebesar Rp. 38.543.496.567  yaitu 

di Rusunawa Api-Api dan penyediaan infrastruktur kawasan RSH 

(Rumah sederhana sehat) Perum PNS Bontang Lestari. 

- Mutasi kurang reklas ke beban jasa sebesar Rp. 183.547.000 yaitu 

dari belanja modal gedung Negara gol I (rehabilitasi Gedung 

Bulutangkis Kelurahan Bontang Kuala). 

 

➢ Adanya pekerjaan fisik yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target yaitu 

Pembangunan Jalan Lingkungan Kampung Nelayan Selambai Kel. Loktuan yang sumber 

pendanaan nya berasal dari anggaran DAK Integrasi. Permasalahan ini terjadi karena 

adanya wan prestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia sehingga tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Dari permasalahan tersebut diperoleh 

realisasi fisik per 31 Desember 2021 sebesar 35,02% dan realisasi keuangan sebesar 

Rp.4.788.092.145. 

 



LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 
2021AUDITED 

 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 33 

 

BAB V 

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON 

KEUANGAN OPD 

5.1 TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 57 Tahun 2019 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kota Bontang maka tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan sebagai berikut: 

 

1. Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang mempunyai 

tugas  membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

 

2. Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang 

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan 

permukiman dan pertanahan; 

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan 

permukiman dan pertanahan; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan, 

kawasan permukiman dan pertanahan;   

4.  Pelaksanaan administrasi DPKP2; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan 

fungsi DPKP2 
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5.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bontang merupakan 

perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Perumahan dan Permukiman yang 

memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk sesuai amanat : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5). 
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Aspek strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan / sasaran melalui pencapaian 

secara bertahap berdasarkan Renstra DPKP2 Kota Bontang, adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum 

a. Penyusunan produk hukum bidang perumahan, kawasan permukiman dan 

prasarana sarana utilitas umum 

b. Identifikasi dan inventarisasi permasalahan bidang perumahan, kawasan 

permukiman dan prasarana sarana utilitas umum 

c. Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) 

d. Pemanfaatan sistem informasi manajemen penyusunan produk hukum  bidang 

perumahan, kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum 

e. Pemenuhan standarisasi prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan 

permukiman 

f. Peningkatan SDM bidang perumahan, kawasan permukiman dan prasarana 

sarana utilitas umum 

2. Bidang Pertanahan 

a. Penyusunan produk hukum bidang pertanahan 

b. Pengamanan aset pemerintah 

c. Identifikasi dan inventarisasi permasalahan pertanahan 

d. Pemanfaatan sistem informasi manajemen  

3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

a. Mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan 

kebersihan, peningkatan dan pemeliharaan RTH.  

b. Peningkatan sistem perencanaan dan pengawasan. 

c. Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana. 

d. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan pegawai. 

e. Meningkatkan komitmen dan motivasi pegawai. 

f. Promosi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 
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5.3 PERMASALAHAN UTAMA  

Beberapa permasalahan utama yang di hadapai Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang pada tahun 2021  antara lain: 

1. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, 

mengalami permasalahan 

• Kawasan permukiman belum optimal ditandai dengan masih adanya 

permukiman kumuh.  

• Belum semua penduduk mempunyai akses hunian yang layak 

2. Bidang Pertamanan dan Pemakaman mengalami permasalahan dalam pelaksanaan 

penataan pemakaman karena kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana. Permasalahan 

lainnya yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).   

3. Bidang Pertanahan mengalami permasalahan 

• Kurang tersedianya kuota sertifikasi lahan pelaksanaan program PTSL di Kantor 

Pertanahan. 

• Proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian 

sengketa dan ganti kerugian/santunan tanah memerlukan waktu penyelesaian 

relatif lama, bahkan dapat melebihi 1 tahun anggaran tergantung pada dinamika 

kesepakatan para pihak. 

• Belum terlaksananya penatagunaan tanah berupa pola pengelolaan tata guna 

tanah dalam rangka pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kota Bontang 

terutama bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

 

5.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya 

dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini : 
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Struktur Organisasi 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

    Kota Bontang 
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Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang per 31 Desember 

2021 memiliki sumber daya manusia sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, yang terdiri dari PNS 

44 (empat puluh empat) orang dan TKD 34 (tiga puluh empat) orang dan dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana berupa aset tetap, barang inventaris, kendaraan dinas/operasional dan fasilitas 

lainnya. Pada sub bab ini disajikan penjelasan singkat sumber daya aparatur dan grafik jumlah 

pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, pendidikan serta jabatan. 

Tabel 5.4. 1 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
 

Grafik 5.4.1 Jumlah Pegawai DPKP2 Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan  

 

 

 

 

Jabatan 

 

Jenis 

Kelamin 
Golongan Pendidikan 

Lk2 Pr IV III II I 
Pasca 

Sarjana 
Sarjana Dipl SLTA SLTP SD 

Plt. Kepala Dinas √  √    √      

Sekretaris √  √    √      

Jlh PNS 30 14 6 27 10 1 5 23 9 5 1 1 

Jlh TKD 15 19      13 3 17  1 

Jlh PNS + TKD 45 33 4 29 11 1 5 36 12 22 1 2 

Laki-Laki 
(45 org)

Perempuan
(33 org)

Jumlah Pegawai DPKP2 Tahun 2021
Berdasarkan Jenis Kelamin

Gol. IV
(6 org)

Gol. III 
(27 org)

Gol. II
(10 org)

Gol. I
(1 org) 

Jumlah Pegawai DPKP Tahun 2021
Berdasarkan Golongan
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BAB VI 

PENUTUP 

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 yang  merupakan salah  satu  jenis  Laporan  

Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  selain Neraca,   Laporan   Realisasi   Anggaran,   Laporan   

Operasional   dan   Laporan Perubahan Ekuitas yang semuanya merupakan satu kesatuan 

pelaksanaan APBD selama kurun waktu Tahun 2021. 

Berdasarkan  Laporan  Keuangan  SKPD  Dinas  Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Bontang Tahun 2021 maka informasi yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada  Dinas  Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun   Anggaran   2021   sebesar 

Rp.809.130.000 atau  147,11%  dari  anggaran  yang  ditetapkan  sebesar Rp. 

550.000.000. 

b.         Realisasi Belanja Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang Tahun  Anggaran  2021  sebesar  Rp. 68.692.119.860   atau  79,02% dari 

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 86.934.808.165 

c.    Sisa Lebih  Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan  Pertanahan Kota Bontang  Tahun  Anggaran  2021  sebesar  

Rp.18.242.688.305. 

d. Jumlah Aset pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanaha per 31 

Desember 2021 sebesar Rp. 230.415.743.055. 

e.     Jumlah  Kewajiban  pada  Dinas  Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 345.778.305. 

f.     Jumlah   Ekuitas   pada   Dinas   Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang  per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 230.069.970.750. 

g.     Pendapatan   LO   pada   Dinas   Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Bontang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 49.615.238.567. 

h.    Beban pada  Dinas  Perumahan, Kawasan Permukiman  dan Pertanahan Kota Bontang 

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 56.090.472.647. 

i.     Defisit LO pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang  

Tahun 2021 sebesar Rp. (6.455.602.530) 
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Keberhasilan pencapaian sasaran yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 

2021 juga tidak lepas dari hasil kerja keras dan kebersamaan yang terjalin antara semua pihak 

yang terkait dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. 

Demikian Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kota Bontang Tahun  Anggaran 2021, realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah 

dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan baik kelompok Pendapatan Daerah maupun Belanja 

Daerah. Dengan Laporan Keuangan ini mudah-mudahan  dapat  diperoleh  gambaran  secara  

menyeluruh  tentang pelaksanaan  APBD  Tahun  2021  pada  Dinas  Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang dan  juga  Kekayaan  Daerah  yang  dikelola  oleh  

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  dan Pertanahan Kota Bontang selama kurun waktu 

satu tahun anggaran. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 

yang akan datang. 

Selanjutnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang secara lengkap selain pada Catatan atas Laporan 

Keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan 

Perubahan Ekuitas beserta lampiran- lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak 

terpisahkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2021. 

 

    Bontang, 18 Mei 2022 

           Kepala Dinas 
            Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

           Kota Bontang 
   

 

 
      Much. Cholis Edy Prabowo, ST, M. Si 
     Pembina Tingkat I (IV/b) 

         NIP. 19691023 200003 1 008 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 

2. NERACA 

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO) 

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 

5. REGISTER DAN BERITA ACARA PENUTUPAN KAS TA.2021 

6. LAPORAN PENUTUPAN KAS PER DESEMBER 2021 

7. FOTOCOPY REKENING KORAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN 2021 

8. FOTOCOPY SURAT TANDA SETOR/BUKTI SETOR BENDAHARA PENERIMAAN DAN 

BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2021 

9. BERITA ACARA REKONSILIASI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA 

PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2021 
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